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1.1 Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan yang berlangsung secara 

terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

secara keseluruhan. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, masalah keuangan 

khususnya pembiayaan pembangunan patut diperhatikan oleh semua pihak. Berbagai 

upaya dilakukan untuk menjaga stabilitas pembangunan nasional dengan membiayai 

kebutuhan dana pembangunan yang semakin besar. Biasanya, apabila terjadi 

kekurangan dana, maka pemerintah akan melakukan pinjarnan dari luar negeri. Tetapi 

setelah Indonesia keluar dari program IMF, maka aliran dana dari luar tarnpaknya 

tidak akan semudah ketika negeri ini masih dimandori IMF. 

Keadaan keuangan negara semakin menipis. Apalagi akhir-akhir inj Indonesia 

terus dirundung musibah mulai dari krisis moneter, gempa burni dan tsunami di 

Nanggoe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara, banjir, tanah longsor, 

penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), gempa bumi di Nias, dan lain-lain. Salah 

satu akibat terparah dari musibah ini, misalnya bencana gempa burni dan tsunami di 

NAO dan Sumatera Utara adalah matinya kehidupan ekonomi dan pemerintahan di 

sana. Untuk membangun ulang NAO dan daerah lainnya serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Indonesia, diperlukan dana yang sangat besar. 

l 
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Untuk membiayai semua hal ini, Indonesia jangan menggantungkan diri \ 

kepada negara lain. r ndonesia harus bertumpu pada diri sendiri atau mandiri . Salah 

satu cara untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam membiayai : 

pembangunan adalah dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam 

\ negeri dalam bentuk pajak. 

Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan penting yang 

akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin; 

maupun pengeluaran pembangunan yang digunakan untuk jangka panjang maupun 

;jangka pendek. Pajak juga berpotensi sangat besar sebagai sumber pemasukan utama 

APBN. Namun, potensi tersebut belwn digali secara optimal karena kurangnya: 

kebijakan dan peraturan yang mendukung, dan masih rendahnya profesional aparat 

dan kesadaran masyarakat wajib pajak. Akibatnya, tax coverage ratio masih sangat: 

rendah yaitu I : 18, artinya dari 18 juta wajib pajak yang efektif terjaring hanya satu\ 

juta wajib pajak.1 

Usaha pemerintah dalam mengoptimalkan penenmaan negara dari sektor 

pajak masih belwn optimal. Hal ini tercermin dari masih rendahnya rasio pajak (tax' 

ratio) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ta:x ratio dalam APBN 2004 adalah\ 

13,5%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tax ratio negara-negara di 

1 
Avilia_ni, ~eformnsi Aturan Pendukung dan Profesionalitas Aparat PaJ·ak, 27 Ok-tob 

200 
.. \ 

www.khkpaJak.com. er -', : 
' ' 
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Asia. Pada tahun 1997 saja, tax ratio Thailand 15,8%, Malaysia 36,6%, Singapura 

21 ,4%, Brunei 18,8%, dan Filipina 16,3%.2 

Target penerimaan pajak tahun 2005 adalah Rp 297,51 triliun dan total target 

penerimaan APBN Tahun Anggaran 2005 adalah sebesar Rp 377,9 triliun. Target ini 

dihitung dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan intemasional. Pajak dalam 

negeri terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh migas dan nonrnigas), Pajak Pertambahan 

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB), Cukai, dan pajak lainnya. Sedangkan pajak perdagangan intemasional 

terdiri atas Bea Masuk dan Pajak/Pungutan Ekspor. Apabila dibandingkan dengan 

sasaran penerimaan perpajakan dalam APBN 2004, maka rencana penerimaan 

perpajakan tahun 2005 tersebut meningkat 9,3 %. 

Agar target tersebut tercapai, pemerintah harus melakukan refonnasi 

perpajakan. Pada halcikatnya, reformasi perpajakan merupakan pembaruan sistem 

perpajakan yang telah ada menuju sistem perpajakan yang lebih baik, adil, efisiensi, 

serta mampu mengantisipasi perkembangan era globalisasi. Reformasi ini dapat 

ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi pajak 

dapat melalui peningkatan kualitas aparatur perpajakan (tax administration reform), 

pelayanan prima terhadap wajib pajak (WP), pembinaan kepada para WP, 

pengawasan administrasi, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan aktif serta 

penegakan hukum. Sedangkan upaya ekstensifikasi pajak antara lain melalui program 

2 Ibid. 
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canvassing, kerja sama dengan RT/RW/kelurahan di daerah pemukiman mewah agar 

setiap kartu keluarga diberi NPWP, kerja sama dengan pihak instansi keimigrasian 

yang mewajibkan pemilik paspor untuk mempunyai NPWP, kewajiban bagi 

pemegang kartu kredit mempunyai NPWP, dan kewajiban bagi orang pribadi yang 

memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk 

menjadi WP. 

Salah satu hasil yang akan diperoleh jika intensifikasi dan ekstensifikasi pajak 

dilakukan secara optimal adalah semakin meluas atau meningkatnya penyebaran WP. 

WP yangjumlahnya saat ini 5.385.491 (WP badan, orang pribadi, PPh Pasal 21 , PPN, 

dan Bendaharawan) masih relatif kecil jika dibandingkan dengan penduduk Indonesia 

yang lebih dari 200 juta orang.3 Hal ini menunjukkan bahwa potensi pajak sebenamya 

masih sangat besar. Dengan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang 

optimal, WP yang selama ini menghindar atau belum terjaring atau belum terjamah, 

dapat menjadi WP yang aktif dalam menjalankan kewajibannya yaitu membayar 

pajak dan akhirnya dapat meningkatkan kesadaran WP dalam membayar pajak (tax 

compliance). Selain itu, upaya tersebut dapat meningkatkan moralitas aparat pajak 

yang selama ini belum tersentuh hukum. 

Reformasi perpajakan juga dapat di.lak.7.lkan dengan cara mengubah undang­

undang perpajakan. Untuk pajak penghasilan, yang harus dikaji ulang adalah masalah 

tarif. Tarif PPh yang diterapkan di Indonesia pada saat ini adalah tarif progresif. Tarif 

3 
Harry Yusuf A. Laksana, M L · p · engapa aJu enenmaan Pajak Tersendat?, 26 Oktober 2004, 

www.klikpajak.com 

http://www.klikpajak.com
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progresif yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan 

pajaknya meningkat. Jurnlah pajak yang terhutang akan bertambah sesuai dengan 

perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Tarif progresif ini dapat 

menimbulkan kesulitan masyarakat dalam proses penghitungan karena sistem 

pembayaran pajak yang diterapkan di Indonesia adalah self assessment, yaitu sistem 

pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada 

WP untuk menghitung, memperhjtungkan, membayar, dan melaporkan sendiri 

besamya pajak yang harus dibayar. Selain itu, tarif progresif yang mencapai 35% 

untuk WP orang pribadi terlalu tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain. 

Salah satu cara untuk memperluas pajak adalah dengan mengubah tarif progresif 

menjadi tarif tunggal (fl.at). 

Seperti yang telah diuraikan di atas, usulan perubahan tarif ini juga timbul 

karena melihat keberhasilan Rusia di dalam menerapkan tarif tunggal untuk PPh 

orang pribadi sebesar 13%, menggantikan sistem tiga tahap dengan tarif tertinggi 

30%. Menurut Muhamad fhsan dalam tulisannya dalam majalah Warta Ekonomi, 

hasil dari tarif pajak tunggal ini sangat luar biasa. Pada tahun 2001 , tahun pertama 

diterapkan, pendapatan pajak orang pribadi meningkat 28% (setelah disesuaikan 

dengan tingkat inflasi) dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini kemudian 

meningkat lagi 20,7% pada 2002 dibandingkan 2001. Untuk periode Januari - Juni 

2003 naik 3 1,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada 2002, 

tarif pajak tunggal ini juga berkontribusi 15,3% terhadap pendapatan total pajak 

Rusia. Ini berarti bahwa kenaikan ini sangat luar biasa dari sektor yang sebelumnya 



6 

sama sekali tidak diperhitungkan menjadi salah satu andalan negara. Sebenamya, 

pada saat yang sama, Rusia juga menurunkan tarif PPh badan dari 35% ke 24% (1 

Januari 2002), dan PPh untuk UKM sebesar 6% dari penjualan kotor atau 15% dari 

profit. Namun, tidak ada catatan sukses dari kedua hal ini .-1 Langkah Rusia ini 

sekarang telah diikuti oleh negara lain seperti Ukraina, Republik Slovakia, Republik 

Ceko, dan Cina. 

Pada saat ini , Direktorat Jenderal Pajak mengajukan usulan diberlakukannya 

tarif tunggal untuk PPh badan, yaitu 10% untuk UKM dan 30% untuk non-UKM, 

yang dituangkan dalam draft RUU yang baru. Untuk PPh orang pribadi, diusulkan 

penyederhanan sistem tarif progresif dari lima lapis menjadi empat lapis, yaitu 

lapisan PKP sampai dengan Rp50.000.000,- (lima pulub juta rupiah) tarif pajaknya 

5% (lima persen), di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s.d 

Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tarif pajaknya 15% (Ii.ma belas persen), di atas 

Rp I 00.000.000,- (seratus juta rupiah) s.d Rp200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah) tarif 

pajaknya 25% (dua puluh lima persen), dan di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta 

rupiah) tarif pajaknya 35% (tiga puluh lima persen). Draft RUU yang baru tersebut, 

akhir Agustus 2004 telah selesai dibahas oleh pemerintah dan sekarang telah siap di 

meja kementerian sekretariat negara untuk diajukan persetujuannya ke DPR. Dari 

uraian di atas, Direktorat Jenderal Pajak seharusnya juga mengajukan usulan tarif 

4 
Muhamad lhsan, Dari Rusin dengan Sukses Pajak, Warta Ekonomi No 25/Thn xv 17 D b 

2003, Hal.98. , . . , esem er 
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tunggal untuk PPh orang pribadi karena contoh kisah sukses perpajakan berasal dari 

PPh orang pribadi bukan badan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam sk.ripsi dengan judul " Dampak Usulan Perubahan Tarif Pajak 

Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dari Tarif Progresif ke Tarif Tunggal Terhadap 

Penerimaan Negara dari Sektor Pajak". 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan tarif progresif PPh (pajak penghasilan) orang pribadi pada 

saat ini? 

2. Bagaimana dampak yang akan terjadi dari usulan perubahan tarif pajak 

penghasilan (PPh) orang pribadi dari tarif progresif ke tarif tunggal terhadap 

penerimaan negara dari sektor pajak? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul "Dampak 

Usulan Perubahan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dari Tarif Progresif 

ke Tari f Tunggal Terhadap Penerimaan Negara dari Sektor Pajak" , maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk: 

1. Memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna mencapai gelar Sa · Ek • rJana ·onom1. 



8 

2. Mengetahui dampak yang akan terjadi dari usulan perubahan tarif pajak 

penghasilan (PPh) orang pribadi dari tarif progresif ke tarif tunggal terhadap 

penerimaan negara dari sektor pajak. 

3. Mengetahui perkembangan perpajakan di Indonesia pada saat ini. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setelah melakukan penelitian dan penulisan skripsi 1ru , manfaat yang 

diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 

I. Bagi mahasiswa dan peneliti sendiri, dapat meningkatkan pengetahuan, 

pemahaman, dan wawasan tentang tarif pajak penghasilan. 

2. Bagi pemerintah, untuk memberi gambaran mengenai dampak yang akan terjadi 

dari usulan perubahan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dari tarif 

progresif ke tarif tunggal terhadap penerimaan negara dari sektor pajak dan 

sebagai bahan masukan dalam merevisi undang-undang pajak penghasilan atau 

dalam melakukan reformasi perpajakan. 

3. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang 

menyangkut tarif pajak penghasilan di Indonesia. 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Pajak merupakan salah satu sun1ber pendapatan negara yang potensial yang 

akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin 

maupun pengeluaran pembangunan yang digunakan untuk jangka panjang maupun 
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jangka pendek. Oleh karena itu, pemerintah berusaha mengoptimalkan sumber 

pendapatan khususnya dari sektor pajak. 

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani , pajak adalah iuran kepada negara (yang 

dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan­

peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali , yang langsung dapat ditunjuk, 

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umurn 

berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

Pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu pajak 

yang dipungut oleh pemerintah pusat adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan 

diatur dalam UU No. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan yang merupakan 

perubahan ketiga atas UU No.7 tahun 1983 . Undang-undang ini mengatur pajak 

penghasilan atas penghasilan ( laba) yang diperoleh orang pribadi atau badan. 

Menurut UU No. J 7 tahun 2000 pasal 4 ayat I , yang menjadi objek pajak 

adalah penghasilan. Penghasilan adalah setiap tarnbahan kemarnpuan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari 

luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsurnsi atau untuk menarnbah kekayaan 

Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: 

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterirna 

atau diperoleh terrnasuk gaji , upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, 

gratifikasi, uang pensiun, atau uang imbalan dalarn bentuk lainnya, kecuali 

ditentukan lain dalam Undang Undang ini; 

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, penghargaan; 
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c. laba usaha; 

d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta terrnasuk: 

I) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan 

badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 

2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau 

anggota; 

3) keuntungan karena Iikuidasi , penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, atau pengambilalihan usaha; 

4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, 

kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 

satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial 

atau pengusaha kecil terrnasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, 

kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; 

e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya; 

f. bunga terrnasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian 

hutang; 

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, tennasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi; 

h. royalti ; 

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 



-
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J. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k. keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

I. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; 

m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

. . 
n. prem1 asurans1; 

o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari 

Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belun dikenakan 

pajak. 

Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi: 

I. Penghasilan dari pekerjaan 

2. Penghasilan dari kegiatan usaha 

3. Penghasilan dari modal/pengguna harta 

4. Penghasilan dari pekerjaan bebas 

5. Penghasilan lain-lain, yaitu: 

a. Keuntungan karena pembebasan hutang 

b. Keuntungan karena selisih kurs 

c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva 

d. Premi akuntansi 

e. Hadiah 
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Subjek pajak penghasi Ian (UU No.17 tahun 2000 pasal 2 ayat I) yaitu: 

a. I) orang pribadi 

2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; 

b. Badan; 

c. Bentuk Usaha Tetap 

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu subjek pajak dalam negeri dan 

subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri menjadi WP apabila telah 

menerima atau memperoleh penghasilan sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus 

menjadi WP, sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan 

di Indonesia atau diperoleh melalui badan usaha tetap di Indonesia.5 

Penghitungan besamya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh WP 

dalam tahun berjalan diatur dalam pasal 25 UU Pajak Penghasilan. Pembayaran pajak 

dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan: 

I. Wajib Pajak membayar sendiri (PPh pasal 25) 

2. Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh pasal 21, 22, 23, 

dan 24). 

~ Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi, 2000, Penerbit Andi, Yogyakarta, Hal.I 06-107. 



Tabel 1. 1 

Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 

Sampai dengan Rp25 .000.000,- (dua puluh lima juta 

ru iah) 
Di atas Rp25 .000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) 
s.d. R 50.000.000,- lima uluh ·uta ru iah 
Di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s.d. 
R I 00.000.000,- seratus ·uta ru iah) 
Di atas Rp I 00.000.000,- (seratus juta rupiah) s.d. 
R 200.000.000,- dua ratus ·uta ru iah 
Di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) 

Tarif Pa·ak 
5% 

(lima rsen) 
10% 

(se uluh rsen 
15% 

(lima belas ersen) 
25% 

dua uluh lima ersen 
35% 

(tioa uluh lima ersen 
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Surnber: Undang Undang No.17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 
Ayat I (a) 

Berdasarkan uraian di atas, apabila digambarkan, maka kerangka pemikiran 

tersebut mernbentuk skerna sebagai berikut: 

UU No.17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan 

l 
Penerapan Tarif Progresif PPh Orang Pribadi Pada Saat ini 

l 
Usulan TarifTunggal PPh Orang Pribadi 

1 
Dampak yang Akan Terjadi dari Usulan Perubahan Tarif PPh Orano Pribadi dari 
Tarif Progresifke TarifTunggal Terhadap Penerimaan Negara dari::.Sektor Pajak 
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1.6 Metodologi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian uji kuantitatif. Berdasarkan karakteristik 

masalah yang diteliti , penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam experimental 

research. Experimental research merupakan tipe penelitian dengan karakteristik 

masalah yang sama dengan penelitian kausal komparatif, yaitu mengenai hubungan 

sebab akibat antara dua variabel atau lebih.6 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

eksperimen dengan membandingkan dua kelompok subjek yang diteliti , yaitu 

membandingkan PPh orang pribadi yang menggunakan tarif progresif dengan PPh 

orang pribadi yang menggunakan tarif tunggal yang diusulkan, untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan yang signifikan diantara keduanya terhadap penerimaan 

negara dari sektor pajak. Objek penelitian ini adalah dampak usulan perubahan tarif 

pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dari tarif progresif ke tarif tunggal terhadap 

penerimaan negara dari sektor pajak. Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah metode observasi dan analisis (content analysis). Data penelitian diperoleh 

dari Direktorat Jenderal Pajak. 

1.6.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada dan telah dijabarkan sebelumnya, maka 

peneliti akan membatasi ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini hanya 

6 

Dr. . ~ur ln~ri~ntoro, M.Sc., Al-untan dan Drs. Bambang Supomo, M.Si. Ak."Untan Metodolo i 
Penehhan B1s111s Untuk Akuntansi & Manajemen Edisis Pertama 2002 ' g 
Hal.27. , , BPFE, Yogyakarta, 
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pada dampak yang akan terjadi dari usulan perubahan tarif PPh orang pribadi dari 

tarif progresif ke tarif tunggal terhadap penerimaan negara dari sektor pajak di KPP 

Palembang Ilir Timur. Dengan adanya pembatasan ini diharapkan tidak terjadi 

penyimpangan dalam menjawab permasalahan yang telah dikemukakan sebelurnnya. 

l.6.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter. Data 

dokumenter (documentary data) adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa 

faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan 

program.7 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

(secondary data). Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain).8 

Dalam penelitian ini , jenis dan sumber data yang digunakan atau yang 

dianalisis adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari Pajak Penghasilan (PPh) orang 

pribadi . Dari PKP ini dapat diperoleh PPh terutang WP dan data yang diperoleh 

dianalisis untuk menjawab pennasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya. 

7 Ibid, Hal.146. 
8 Ibid, Hal.147. 
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1.6.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

fndonesia memiliki 150 KPP. Dari 210 juta penduduk Indonesia, WP orang 

pribadi yang terdaftar di KPP dan memiliki NPWP hanya 1.315.094 atau 0,6% (di 

luar karyawan yang hanya menerima atau memperoleh penghasilan dari satu pemberi 

kerja).9 Karena jumlah KPP dan WP orang pribadi banyak, dan adanya keterbatasan 

waktu, biaya, dan tenaga yang tersedia, maka dalam menganalisis data untuk 

menjawab permasalahan yang ada, peneliti melakukan penelitian dengan 

menggunakan sampel. Dalam penelitian ini yang ditetapkan sebagai sampel adalah 

Wajib Pajak efektif orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Palembang Ilir Timur tahun 2003 dan 2004 sebanyak 334 WP (lampiran II) yang 

dipilih secara random (stratified random sampling) dengan tingkat kesalahan 5%. 

Peneliti memilih KPP Palembang Ilir Timur sebagai sampel penelitian karena 

KPP Palembang 11ir Timur merupakan salah salah satu KPP yang penerimaan 

pajaknya paling besar. Jumlah WP terdaftar di KPP Palembang Ilir Timur tahun 2003 

adalah 14.888 sedangkan WP efektifnya adalah 7.266. Tahun 2004, WP terdaftar 

16.380 sedangkan WP efektifnya 7.558. 

9 
Drs. Ir; Ab~~! Asri ~arah_ap, MM, 2004, Paradigma Baru Pe a· akan Ind • . 

Ekonom1-Poht1k, Integnta Dmamika Press, Jakarta, Hal. 104. rp J . ones1a Perspekt1f 
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Tabel 1.2 

Sampel PeneJitian 

Persentase 
2003 2004 

Lapisan PKP 

5% 4
·
849 

X 334 = 222,9 =223 
4

·
804

X334=212,3 = 212 
7.266 7.558 

10% 1.084 X 334 = 49,83 = 50 
1 ·20 l X 334 = 53,07 = 53 

7.266 7.558 

15% _E_!__ X 334 = 37,74 = 38 
850 

X 334 = 37,56 = 38 
7.266 7.558 

25 % 
~X334 = 19,09 = 19 ~ x 334 = 23,42 =23 
7.266 7.558 

35 % ~ X 334 = 4 5 =4 ~X334=742 =8 
7.266 ' 7.558 ' 

1.6.4 Metode .Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode observasi dan analisis yang dikenal dengan content analysis. Content analysis 

merupakan metode pengumpulan data penelitian melalui teknik observasi dan analisis 

terhadap isi atau pesan dari suatu dokumen (antara lain berupa iklan, kontrak kerja, 

laporan, notulen rapat surat, jumal, majalah atau surat kabar). 10 

10 
Dr. Nur lndriantoro, M.Sc., Ak,.mtan dan Drs. Bambang Supomo, M.Si. Akuntan., Op.cit, Hal.159. 
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Pengumpulan data dapat dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library 

research) yaitu hanya menggunakan, mengumpulkan, dan mempelajari buku-buku 

serta literatur lain yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Penelusuran 

data sekunder dilakukan dengan dua cara: 

I. Penelusuran secara manual untuk data dalam format kertas hasil cetakan. 

Data sekunder yang disajikan dalam format kertas hasil cetakan antara lain jumal, 

majalah, koran, buletin dan bentuk publikasi yang diterbitkan secara periodik, 

buku, dan sumber data lainnya. 

2. Penelusuran dengan komputer untuk data dalam format elektronik. 

Data sekunder dapat diperoleh dari internet untuk menambah bahan masukan 

dalam membahas pennasalahan. 

1.6.5 Metode Analisis Data 

Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah 

tahap pemilihan dan pengumpulan data. Setelah data diperoleh dari KPP Palembang 

Ilir Timur, data tersebut langsung diolah. Data dianalisis dengan metode analisis· 

deskriptif kuantitatif yang meliputi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data-data 

yang relevan dengan permasalahan berdasarkan teori yang ada, untuk mengetahui 

dampak usulan perubahan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dari tanf 

progresif ke tarif tunggal terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Metode ini 

mentransformasikan data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami 

dan diinterpretasikan. 
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Data-data yang diperoleh, dianalisis dengan tarif progresif Data tersebut juga 

dianalisis dengan tarif tunggal yang diusulkan. Dal am menentukan tarif tunggal yang 

diusulkan, peneliti melakukan uji coba. Kemudian, hasilnya dibandingkan untuk 

menjawab permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, apakah dari perubahan 

tarif terse but dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak atau tidak. 

Tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% (a= 0.05) 

karena tingkat signifikan ini merupakan tingkat signifikan yang umum digunakan dan 

dinilai cukup mewakili data-data yang dianalisis. Makna a = 0.05 adalah apabila 

terjadi kesalahan maka kesalahan tersebut tidak lebih dari 5%. 

l.7 Sistematika Pembahasan 

Sebagai gambaran secara keseluruhan dari 1s1 skripsi 1ru, maka dibuat 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini, diuraikan mengenai latar belakang, perurnusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis 

penelitian, dan metodologi penelitian yang digunakan. 

BAB II LANDASAN TEORT 

Bab ini akan menguraikan tentang teori-teori yang relevan dan berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti. 
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BAB III OBJEK PENELITIAN 

Bab ini akan menguraikan tentang sejarah singkat KPP Palembang Ilir 

Timur, struktur organisasi, visi dan misi, serta data dan fakta. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Di dalam bab ini, data-data yang diperoleh dari basil penelitian akan 

dianalisis sesuai dengan landasan teori untuk menjawab permasalahan 

yang telah dirumuskan. 

BAB V PENUTUP 

Bab penutup ini menyajikan kesimpulan yang ditarik dari basil analisis 

penelitian serta saran yang diajukan penulis sebubungan dengan 

pen el itian. 
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